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PENDEKATAN ‘ILLAT HUKUM DALAM PENALARAN FIKIH 
Oleh : St. Halimang1 
Abstrak 
al- Illat yaitu keadaan yang dijadikan dasar dari ketentuan  hukum ashal. Berdasarkan 
wujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal mengenai 
hukumnya.  Pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih dilakukan dengan pemahaman 
tentang langkah-langkah penerapannya, yaitu: memastikan kebenaran illat suatu hukum 
sesuai dengan jalannya, memahami kaidah-kaidah Usul Fiqh yang berkaitan dengan illat 
hukum dan memastikan keberadaan illat pada permasalahan terapan. Pendekatan illat 
hukum dalam penalaran fikih adalah merupakan substansi ijtihad. bahkan merupakan 
keharusan atas ulama Islam untuk melakukan analogi atau qiyas ketika mendapatkan suatu 
hukum  digantungkan kepada illat yang jelas. 
Kata kunci: Pendekatan, ‘illat, penalaran fikih dan hukum 
 
Abstract 
al- Illat is a condition of the basis of law making. Based on the condition reality of the branch, the 
nranch will be equalized to the asl of the law. Illat al hukm approach in Islamic law reasoning done by 
understanding the application steps, namely: ascertaining the truth of illat of a law in apropriate 
with the street, understanding principles of Usul Fiqh related to illat of a law and confirming the 
existence of illat on the applied problem. Illat al hukum approach in Islamic legal reasoning a 
subtantial effort. Moreover, it is a must for Islamic law scholars to make legal reasoning or qiyas to 
find a law grounded on a certain illat. 
Key words: appraoch, ‘illat, legal reasoning, law. 
 
A. Pendahuluan  
Penalaran fikih membutuhkan berbagai macam pendekatan agar dapat memberi 
hasil sebagaimana yang diharapkan oleh umat dan paling mendekati kebenaran. 
Pendekatan yang dimaksud antara lain adalah pendekatan dalil, latar beakang dalil, 
dan pendekatan illat hukum dalil. Segala pendekatan ini dimaksudkan agar seorang 
ulama dapat memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan dengan bersumber 
pada dalil-dalil yang tersedia untuk diturunkan pada kondisi yang pada saat 
permasalahan tersebut muncul. 
Pendekatan illat hukum di dalam penalaran fikih yang telah ada secara garis 
besar dapat dibagi menjadi dua jenis yakni  (1) hukum-hukum fikih yang tidak dapat 
diketahui alasan pensyariatannya (gayru ma’kula>t ma’na) (2) hukum-hukum fikih yang  
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dapat diketahui alasan pensyariatannya (ma’kula>t ma’na). maka kewajiban ulama pada 
hukum-hukum fikih jenis yang kedua adalah mencari sekemampuan mereka illat yang 
terkandung di dalamnya untuk diapliksikan pada permasalahan-permasalahan yang 
lain. 
B. Memaknai Konsep  illat  
1. Definisi illat 
Illat dalam bahasa arab berarti penyakit.2 Disebut demikian karena ia dapat 
merubah kondisi sesuatu dari keadaan asalnya,misalnya dari keadaan kuat menjadi 
lemah.3 Di dalam bahasa arab, kata illat sepadan dengan kata sebab.4 Dalam istilah 
ushul fikih, kata illat berarti sifat yang menandakan suatu hukum bukan dengannya,5 
atau sifat yang jelas tetap dan mendapatkan keterangan dari dalil sebagai kaitan suatu 
hukum.6 Illat juga terkadang disebut sebagai makna hukum.7 
Al- Illat ( yaitu sebab atau sifat yang sama antara asal dan far’un) yaitu keadaan 
yang dijadikan dasar dari ketentuan hukum asal. Berdasarkan wujudnya keadaan itu 
pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal mengenai hukumnya.8 
2. Syarat-syarat illat 
Untuk illat hukum dapat berlaku dapat diperlukan beberapa syarat yang harus 
dipenuhi, di antaranya yaitu9: 
                                                 
2Muhammad bin Ya’qub al-Fairu>za>ba>di, al-Qa>mus al-Muhi>t}, jilid 3 (Cet. I; Beirut: Da>rul 
Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 578.  
3Ali bin Muhammad al-Jurja>ni, Kitab al-Ta’rifa>t (Beirut: Da>rul Kutub al-Ilmiah, 1416 H), 
h. 154. 
4 Muhammad bin Ya’qub al-Fairu>za>ba>di, al-Qa>mus al-Muhi>t}, jilid 3 al-Fairu>za>ba>di, H. 578. 
5Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi, al-Bahrul Muhit}  fi Us}u>l al-Fiqh,  jilid V (Cet. 2; 
Kwait: Wizara>tul awqa>f wal Syuu>nil Isla>miyah, 1992), h. 111. 
6Iya>d} bin Na>mi> al-Sulmi,  Us}u>l al-Fiqh al-Ladzi La> Yasa’ul Faqi>h Jahluhu  (Cet. 2; Riya>d: 
Da>r al-Tadmuriyah, 2006), h. 146. 
7 Iya>d} bin Na>mi> al-Sulmi,  Us}u>l al-Fiqh al-Ladzi La> Yasa’ul Faqi>h Jahluhu, h. 146 
8 Abdul Wahhab Khallaf, Mas}a>dir al-Tasyri> al-Isla>mi> (Cet. III; Kuwait: Mat}ba’ al-Nasi>r, 
1972), h. 25. 
9Iya>d} bin Na>mi> al-Sulmi,  Us}u>l al-Fiqh al-Ladzi La> Yasa’ul Faqi>h Jahluhu, h. 154-156. Dan 
Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi, al-Bahrul Muhit}  fi Us}u>l al-Fiqh,  jilid V al-Zarkasyi, h. 132-
142, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, al-Mustas}fa> min ‘Ilmil Us}ul, Editor Dr. 
Hamzah Zubair Hafiz}, jilid 3 (Medina: Islamic University, t.th), h. 703-705. 
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a. Illat suatu hukum haruslah jelas dan tidak samar-samar, seperti misalnya 
sifat memabukkan pada pengharaman arak, sifat tersebut adalah nyata 
sehingga segala minuman yang memabukkan dikategorikan sebagai arak. 
b. Illat suatu hukum haruslah tetap, yaitu tidak berubah oleh kondisi pelaku, 
waktu atau tempat. 
c. Illat suatu hukum tidak berlaku terbatas pada tempat hukum itu sendiri. 
d. Illat suatu hukum haruslah pasti, baik ditunjukkan oleh dali secara qat}’i 
ataupun z}anni. 
e. Illat suatu hukum haruslah bersifat konstan, yaitu menunjukkan keberadaan 
hukum yang dikandungnya di saat ia juga berada. 
3. Metode menetapkan illat hukum 
Tidak semua hukum syar’i memiliki illat dalam penetapannya, demikian pula 
tidak semua hukum syar’i yang memiliki illat dapat diketahui secara mudah dan 
langsung, sehingga dibutuhkan metode yang tepat untuk menetapkan illat suatu 
hukum syar’i. 
Para ulama Us}u>l Fiqh menjelaskan metode-metode penetapan illat hukum, yaitu: 
a. Penetapan secara nash atau tekstual,  
Jadi apabila nash dalam al-Qur’an dan sunnah telah menunjukkan bahwa 
illat hukum adalah sifat ini (misalnya) maka sifat itu adalah illat 
berdasarkan nash dan disebut illat menunjukkan bahwa sifat itu sebagai illat 
terkandung yang telah di nash. Dan qiyas atas dasar itu, pada hakikatnya 
adalah menerapkan nash. Nash yang menunjukkan bahwa sifat itu sebagai 
illat terkandung secara isyarat dan tidak jelas. 
Jadi secara jelas yaitu adalah lafal nash kepada keillatan menurut susunan 
bahasa. seperti yang terdapat dalam nash illat begini, atau sebab begini, atau 
karena begini. Apabila lafal yang menunujukkan atas keillatan  dalam nash 
itu tidak mencakup selain yang jelas dan pasti. Seperti firman Allah dalam 
memberi illat, seperti Firman Allah dalam QS. Al-Ahza>b/33:37 
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“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), 
kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin 
untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat 
itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya…” (QS. 33:37) 
Setelah mengakhiri perceraiannya dengan istrinya berarti setelah habis 
idahnya. Sementara itu, orang yang Allah telah melimpahkan nikmat 
kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat 
kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammad pun 
telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan 
mengangkatnya menjadi anak. Ayat Ini memberikan pengertian bahwa 
orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya. 
Hadis Rasulullah saw. Tentang larangan menyimpan daging kurban:  
 ﺔﻓاﺪﻟا ﻞْﺟا ْﻦﻣ ﻰﺣ ﺎﺿﻻا مﻮُُﺤﻟ رﺎﺧْدا ْﻦﻋ ْﻢُُﻜﺘْﯿﮭﻧ ُﺖْﻨﻛ  
“Dahulu saya melarang kamu menyimpan daging kurban untuk 
kepentingan para tamu dari perkampungan badui yang dating ke madinah 
yang membutuhkan daging kurban, sekarang simpanlah daging itu “(HR. 
Bukhari, Muslim, an-Nasa’I, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah) 
Hadis tersebut menjelaskan bahwa illat dari adanya larangan penyimpangan 
daging kurban adalah karena banyak orang-orang Islam dari pedusunan 
dating membutuhkannya. Namun beberapa waktu kemudian, setelah 
illatnya tidak ada lagi yaitu orang-orang pedusunan maka Rasulullah 
membolehkan menyimpang dan memakannya. 
b. Ijma’ 
Apabila pada suatu masa sepakat atas keillatan sifat ini bagi hukum 
menurut ijma’. Dengan ijma’ diketahui sifat tertentu yang terdapat dalam 
hukum syara’ yang menjadi illat hukum. 
Contohnya:  
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Yang menjadi illat perwalian terhadap anak  kecil dalam masalah harta 
adalah karena masih kecil. Dalam masalah melakukan hal ini  sebagai jalan 
Illat terdapat pembicaraan, karena para penolak qiyas tidak melakukan 
qiyas dan tidak pula melakukan pemberian illat, bagaimana dapat terbentuk 
ijma’ tanpa mereka. Demikian menjadi illat terhadap hukum perwalian anak 
yatim atau pelanggaran terhadap harta benda menjadi illat kewajiban 
menggantinya sebagaimana yang disepakati oleh para ulama secara ijma’.10 
c. Al-Ima> atau isyarat dalil. Seperti contoh-contoh berikut ini. 
1) Firman Allah swt. Dalam QS. Al-Ma>idah/5:38 
ä− Í‘$¡ 9$#uρ èπ s% Í‘$¡ 9$#uρ (#þθãè sÜø% $ sù $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr& L™!#t“ y_ $ yϑÎ/ $ t7|¡x. Wξ≈s3tΡ z⎯ ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym 
∩⊂∇∪   
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan 
dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 
Penyebutan huruf fa’ sebelum sebelum hukum yang dikaitkan 
dengan suatu perbuatan memberi isyarat bahwa illat dari hukum 
tersebut adalah perbuatan itu sendiri. 
2) Firman Allah swt. Dalam QS. Al-T}alaq/65: 2-3 
4 ⎯ tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yè øg s† …ã& ©! % [` tøƒxΧ ∩⊄∪ çμ ø%ã—ö tƒuρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøts† 4 ∩⊂∪   
“….barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan 
baginya jalan kel…” Dan memberinya rezki dari arah yang tiada 
disangka-sangkanya….” 
3) Hadis Rasulullah saw. 
                                                 
10Iya>d} bin Na>mi> al-Sulmi,  Us}u>l al-Fiqh al-Ladzi La> Yasa’ul Faqi>h Jahluhu, h. 161. 
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 ن ﺎﺒﻀﻏ ﻮھو ﻦﯿﺛا ﻦﯿﺑ ﻲﺿ ﺎﻘﻟا ﻲﻀﻘﯾ ﻻ11  
“Janganlah seseorang hakim memutuskan perkara antara dua orang dalam 
keadaan marah” 
Penyebutan sifat marah yang menunjukkan kesesuaian dengan 
larangan memutuskan perkara menandakan kedudukannya sebagai 
illat hukum. 
d. Al-Muna>sabah 
Kata al-Muna>sabah berarti kesesuaian.12 Yang dimaksud dengan metode ini 
adalah penetapan illat hukum berdasar pada kesesuaiannya dengan akal 
pikiran sejauh terbebas dari penghalang.13 Namun dimaksudkan dalam 
pemahasan disini yakni sifat nyata yang terdapat pada suatu hukum, dapat 
diukur dan dapat dinalar, merupakan tujuan yang dikandung hukum itu, 
yaitu berupa pencapaian terhadap suatu kemaslahatan atau penolakan 
terhadap kemudharatan.  
Dilihat dari segi layak atau tidaknya dijadikan illat, dibagi menjadi tiga 
yaitu al-Munasib al-Mulghi, al-Munasi al-Mu’tabar, dan al-Munasib al-Mursal.14 
1) Munasib al-Mulghi, yaitu sifat yang nyata bahwa pendasaran hukum 
kepadanya adalah mewujudkan kemaslahatan, sedang syari’ tidak 
menyusun hukum yang sesuai dengan sifat itu, dan syari’ dengan dalil 
apa saja telah menunjukkan atas pembatalan I’tibarnya.  
Contohnya : bersamaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal 
kekerabatan karena kesamaannya dalam hal harta pusaka. Sedangkan 
contoh menetapkan seorang yang berbuka pada bulan Ramadhan secara 
sengaja dengan hukum secara khusus adalah karena pengajaran 
baginya. Dalam hal ini tidak sah mendasarkan pembentukan hukum 
kepadanya. 
                                                 
11Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwi>ni, Sunan Ibni Ma>jah, jilid 3 (Cet. I; Beirut: 
Darul Ma’arif, 1416 H), h. 93. 
 
12 Muhammad bin Ya’qub al-Fairu>za>ba>di, al-Qa>mus al-Muhi>t},  jilid 1, h. 176. 
13Muhammad bin Ali al-Syauka>ni, Irsya>dul Fuhu>l ila Tahqiqil Haqqi min ‘imil Us}ul, jilid 2 
(Cet. I; Kairo: Makt}aba’atul Madani, 1992), h. 182. 
14Totok Junantoro dkk, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Cet. I; t.tp: al-Amzah, 2005), h. 125.   
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2) al-Munasi al-Mu’tabar, illat ditunjuk syara’ bahwa illat yang ditunjuk 
syara’ bahwa illat itulah yang menjadi illat hukum yang ditetapkan, baik 
ditunjuk secara langsung atau tidak langsung.  
Contohnya:  
Firman Allah dalam QS. Al-Jum’ah/62:9 
$ pκš‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ #sŒ Î) š”ÏŠθçΡ Íο4θn= ¢Á=Ï9 ⎯ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyè ßϑàf ø9$# (#öθyè ó™$ sù 4’n<Î) Ì ø.ÏŒ «!$# (#ρâ‘sŒ uρ yì ø‹t7ø9 $# 4 
öΝä3Ï9≡ sŒ × ö yz öΝä3©9 βÎ) óΟçGΨä. tβθßϑn= ÷ès? ∩®∪   
9.  Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat 
Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika 
kamu Mengetahui. 
 
Perintah meninggalkan jual beli dikaitkan dengan azan pada hari 
jum’at, yang berarti azan itu dijadikan ‘illat haram berjual beli karena 
dengan berjual beli itu akan mengganggu kehadiran shalat jum’at. Maka 
semua perjanjian yang lainnya diharamkan yang disamakan dengan jual 
beli apabila azan hari jum’at. Dan azan sebagai ‘illat hukum diseutkan 
dalam nash oleh syara’. 
3) al-Munasib al-Mursal, yaitu sifat yang oleh syara’tidak disusun hukum 
yang sesuai dengannya. Tidak perlu terdapat dalil syara’ yang 
menunujukkan pengi’tibarannya dengan macam I’tibar apa saja, atau 
menyia-nyiakan I’tibarnya, sifat itu Munasib artinya dapat mewujudkan 
masalah, namun ia  mursal artinya terlepas dari dalil I’tibar dan dalil 
pematalan. Inilah yang dalam istilah ulama ushul disebut al-Maslahah 
al-Mursal.  
Contohnya: 
 Kemaslahatan-kemaslahatan yang oleh sahabat dijadikan dasar 
persyaratan keharusan pajak bagi tanah pertanian, mencetak uang, 
pembukuan al-Qur’an dan penyebarannya. Juga maslahah-maslahah 
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lain yang oleh mereka dijadikan dasar hukum, dan tidak terdapat dalil 
syara’ yang mengi’tibarkannya atau membatalkannya pengi’tibarannya. 
       Menurut Imam al-Zarkasyi metode-metode al-Muna>sabah dalam 
penetapan illat termasuk metode aqliyah dan merupakan inti dalam 
pembahasan tentang qiyas bahkan menjadi pusat kejelasan dan 
kegelapaannya.15 Sebagai contoh dari metode ini adalah illat memabukkan 
pada minuman khamar.  
           Soal memabukkan yang dapat dirasakan oleh indra pada minuman 
khamar, rasa tersebut juga dapat diperoleh pada minuman memabukkan 
lainnnya. Maka Yang menjadi illat pada minuman khamar yakni memabukkan. 
Sedang arak korma dapat memabukkan maka disamakanlah arak korma itu 
kepada khamar dalam hal diharamkannya.  
e. Al-Dawra>n 
             Secara bahasa al-Dawra>n adalah berarti perputaran.16 Sedangkan 
sebagian ulama menamakannya al-T}ardu wal ‘aksu atau kepastian dan 
kebalikan.17Yang dimaksud dengan metode al-Dawra>n dalam penetapan illat 
hukum adalah penunujukan illat berdasarkan pada perputaran hukum dengan 
sifat yang dikandungnya bahkan menjadi sebabnya. Sifat yang selalu ada 
secara pasti bersama dengan suatu hukum syar’I sehingga jika ia tidak ada 
maka hukum pun tidak berlaku.  Menurut Jumhur ulama us}ul fiqh, 
kepastian illat hukum yang ditetapkan menurut metode ini adalah bersifat 
z}anni, sedangkan menurut sebagian kelompok sebagian Mu’tazilah, 
kepastiannya adalah bersifat qat}’i atau pasti.18 
f. Al-Sabru wa al Taqsi>n 
Al-Sabru dalam bahasa arab berarti pengujian,19sedangkan al Taqsi>n 
berarti pembagian.20 Pengujian seluruh sifat yang ada dapat memakai metode 
                                                 
15 Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi, al-Bahrul Muhit}  fi Us}u>l al-Fiqh,  jilid V, h. 206. 
16 Al-Fairu>za>ba>di, jilid 2, op.cit., h. 90. 
17Ali bin Muhammad al-A>midi, al-Ihkam fi Us}u>lil Ahka>m, juz 3 (cet. 2; Beirut: al-
Maktabah al-Islami, 1402H), h. 299. 
18Ali bin Muhammad al-A>midi, al-Ihkam fi Us}u>lil Ahka>m, juz 3, h. 299. 
19 Al-Fairu>za>ba>di, jilid 2, op.cit., h. 106 
20Ibid, Jilid 4, h. 132.  
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mula>zamah ‘aqliyah, yaitu pemustahilan akal pikiran terhadap sesuatu yang 
bertentangan dengan perkara yang seharusnya,21 atau metode tanqi>hul manath 
menurut Imam al-Ra>zi, yaitu menegaskan perbedaan-perbedaan antara hukum 
asal dan hukum cabang kecuali sifat yang dimiliki bersama oleh keduanya dan 
memiliki pengaruh yang sesuai dengan penetapan hukum.22 
Menurut ‘Iya>dh al-Sulmi, metode ini dapat dipakai untuk menetapkan 
illat hukum dengan syarat:23 
1) Pengelompokan dan pengklasifikasian sifat-sifat yang ada harus bersifat 
menyeluruh dan tidak menyisakan satu sifat pun untuk diuji. 
2) Negasi sifat yang tidak sesuai dilakukan dengan dalil yang dapat diterima. 
3) Hukum yang akan diuji telah disepakati tergolong yang memiliki illat. 
 
C. Penerapan pendekatan illat Hukum dalam Penalaran Fiqh 
Penalaran Fiqh atau dapat disebut intinba>t}ul ahka>m dapat dilakukan dengan 
pendekatan illat hukum, bahkan merupakan keharusan atas ulama Islam untuk 
melakukan analogi atau qiyas ketika mendapatkan suatu hukum  digantungkan 
kepada illat yang jelas. Imam Syafi’I –rahimahullah- berkata: 
“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas hamba-hambaNya di dalam al-Kitab atau 
penyampaian Nabi-Nya perkara yang telah diputuskan di dalam ketetapan-Nya untuk 
diperintahkan dan dengan segala yang dikehendaki olehNya tanpa seoranpun yang boleh 
membantahNya pada perkara-perkara tersebut. Dari makna (illat) yang ditunjukannya 
oleh penyampaian Rasulullah saw. Pada suatu perkara yang diperintahkan atau para 
ulama mendapatkannya di dalam informasi (yang jelas), kemudian belum terjabar pada 
suatu hukum padahal makna (illat) tersebut adalah pasti, maka kewajiban para ulama 
untuk memperlakukan hukum itu sebagaimana sunnah yang telah ada jika makna 
(illat)nya memang benar” 
 
Penalaran fikih dengan pendekatan illat hukum dilakukan dengan memahami 
poin-poin berikut ini: 
1. Memastikan kebenaran illat suatu hukum sesuai dengan jalannya yang telah 
dijelaskan di atas 
                                                 
21Ali bin Muhammad al-Jurja>ni, al-Ta’rifa>t (Beirut: Da>rul Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 229.  
22 Muhammad bin Umar al-Ra>zi, l-Mahs}ul fi ‘Imil Us}ul, Editor T}a>ha Ja>bir al-‘Ulwa>ni, jilid 
5 (Cet. I; Riyadh: al-Imam Ibn Saud University, 1400 H), h. 317. 
23Al-Sulmi, op. cit., h. 167. 
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2. Meghindari perkara yang dapat merusak illat (qawadihul ‘illah), yaitu: al-Naqdu, 
‘Adam al-Ta’tsir, al-Qalbu, al-Qawlu il Mujib, al-Farqu. 
3. Memahami kaidah-kaidah Usul Fiqh yang berkaitan dengan illat hukum 
seperti di antaranya: 
a) Hukum berputar bersama illatnya, jika illatnya ada maka hukum pun ada, 
dan jika illat tidak ada maka hukum pun demikian,  
b) Illat hukum adalah tanda akan keberadaan atau tidaknya suatu hukum dan 
bukan penyebabnya 
c) Illat hukum yang dapat diperluas hanyalah dari jenis yang tidak terbatas 
pada tempat hukum itu sendiri (al-Muta’addiyah) dan bukan dari jenis illat 
yang sempit (al-Qasirah) 
4. Memastikan keberadaan illat pada permasalah terapan. 
Demikianlah beberapa poin yang dapat dilakukan dalam penalaran fikh dengan 
pendekatan illat hukum.  
D. Penutup dan kesimpulan 
Dari pembahasan tentang pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih di ata 
s, dapat disimpulkan poin-poin berikut ini: 
1. Illat hukum adalah sifat yang jelas, tetap dan mendapatkan keterangan dari 
daily menjadi kaitan hukum tersebut. 
2. Penalaran fikih dengan pendekatan illat hukum adalah dengan memenuhi 
prasyarat illat dan menghindari perusat-perusaknya.  
3. Pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih dilakukan dengan pemahaman 
tentang langkah-langkah penerapannya, yaitu: memastikan kebenaran illat 
suatu hukum sesuai dengan jalannya, memahami kaidah-kaidah Usul Fiqh 
yang berkaitan dengan illat hukum dan memastikan keberadaan illat pada 
permasalahan terapan.  
4. Pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih adalah merupakan substansi 
ijtihad.  
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